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laka, di mana kekuasasn sering mengalah-
negara Republik indo-  kan kefenfuan atau aturan hukum yang her-
nesia, para Pen (Founding Fo- | laku, baik terjadi pada zaman Orde Larna {de-
thers) telahm akatsmendirikan su- “ngan dalih’ Kontra Revolusf), maupun pada
atu Negara yang berdasarkan Ho-  zaman Orde Baru (dengan dalih subversi
| in tercermii. ( atau PKI). Dengan menggunakan }\Ldl.l& da-
FLIMIUSS ang- undqnu Dasar 1945 lih tetsebut penguasa seolah-olz h “holeh”
penjelasannya, bukan hanya negara yang menmggaﬂ@ﬂ aturan hukum yang %eriaku
berdasarkan kekuasaan helaka (Machsioal). | da saat itu.

Dalam perjalanan sejarah nampaknya ka- -
idaly negara hukum tersebut belum sepenuh-
nya dilaksanakan dengan baik daiam kehi-
dupan bermasyarakat, herbangsa dan berne-
zara. Kehidupan kenegaraan masih febih ba-
nyak dilaksanakan atas dasar kekuasaan be-
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- Perkembangan teknologi di bidang infor-

masl, eiekomunikasy dan transportasi telah
berhasil merubah wajah dunia menjadi trans-
paran, tanpa batas negara (borderfess) di bi-
dang ekonomi dan informasi. Kejadian-keja-
dian di belahan dunia yang lain secara cepat
dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia,
sebaliknya kejadian sekecit apapun di tempat
terpencil sekalipun di Indonesia dapat secara
cepat diketahui oleh dunia luar. Terjad: inter
aksi jarak jauh di antara bangsa-bangsa da-
lam pergaulan masyacakat duniz (horderless
worlds). Permasalzhan ekonomi yang terjadi
di belahan lain, dampakaya dapat menimpa
negara lain termasuk Indonesia. Hal-hal se-
pertt ini telah membawa pengaruh yang sa-
ngat besar bagi pola pikis, pola bersikap dan
pola bertindak dari masyarakal Indonesia da-
lans kehidupannya sehari-hari. Masyaraka
mulai sadar akan hak-hak warga negara yan i
seharusnya diikuti oleh kesadaran akan ke-
wajiban warga negara dalam bermasyarakai,
herbangsa dan bernegara. Namun hal kedua
ini natnpaknya belum kelihatan secara nya-
ta, masyarakat lebih banyak mempersoalkan
hak-haknya darf pada kewajiban mereka.
Mulai Juli 1997 telah terjadi krisis moneter
vangditkus ofely krisis ekonomi vang berlarut-
larut, akhirnya timbal keisis kepercayaan. Ma-
svarakat bereaksi abac eifiraci i1v el nar.

f
| !
iy

Masyarakat mulai sadar
*| akan hak-hak warga
negara yang
seharusnya diikuti oleh
kesadaran akan kewajiban warga
negara dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

massa untuk menuntut hak-hak saany ke-
lompok masvarakal pada akhisakhir inj
sering terjadi, bahkan kriminalitaspun telah
mulai menggunakan pola massa, sehingpa
tidalc aneh apabila kasus Trisakti bisa difkati
kegiatan-kegiatan sebawaimana kita fihat
pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 Gerakan
in herfanjut dengan dikuasainya Gedung
DPRAMPR oleh para mahasiswa yang meng-
akibatkan mundurnya Presiden Suharto
pada tanggal 21 Mei 1998 yano sekaligns Ka-
binet dinyatakan demisioner.

Kedudukan Presiden digantikan Waki
Presiden BJ Habibie vang segera membentuk
Kabinet Reformasi Pembangunan, vang me-
nyatakan dirt sebagai Pemerintahan “Transisi,
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oulir di mana masyarakat bergerak untuk

aulanei masalah-masalzh aktual, namun

menuntut diadakannya perubahan secara
menyeluruh dengan prioritas bidang politik,
ekonomi dan hukum. Menguataya tuntutan
kebebasan berserikat dan berkumpul,“perfa-
kuan hak asasi manusia, demokratisasi, yang
selama ini dirasakan terbelengzu menjadi
behas, yang kadang-kadang dirasakan eba-
Dlasen. Sehingga niat baik pemerintal: untuk
mengasur penyelenggaraan kebebasan ber-
hicara tadi dengan Perpt nemor 2/1998 pun
mendapatkan tantangan yang fuar biasa dari
masyarakat.

Dari adanya kebebasan tersebut muncul
ekses atau dampak negatif herupa pengru-
sakan, perkosaas, penjarahan, pembakaran,
okupasi liar atas tanah orang lain secara mas-
sal, mengkritik seenaknya bahkan menghina
orang lain secara terbuka dan sebagainya.
Unjuk rasa, demonstrast terjadi setiap hari de-
ngan sasaran yang berbeda-beda, bahkan
muncu joki-foki untuk menjadi pelaku de-
monstrasi dengan upah Rp 5.000 sampai de-
ngan Rp 10.000 untuk wakiu 2 (dua) sampai
3 (tiga) jam. Hukum seolah-olah diabatkan,
poia tinglkah laku massa telah menjadi modus
masyarakat dalam menuntut haknya, ka-
dang-kadang untuk melawan pemerintah,

bahkan untuk melakukan kejahatan,
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masalah poiensial yang mengakibatkan. [e-
malinya penegakan hukum harus digarap
secara konsepsional. Hal ini harus dilakukan
secara bersama-sama oleh segenap kemiponen
bangsa baik pada tataran Supra Strukiur Tn-
fra Struktur maupun Sub Struktur, sehingga
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dapa terhindar dart dampak negatif
reformasi melalui proses penegakan hukum
dan pembinaan hukum nasional secara efek-
tif dan-berlanjut yang dirangkum daiam pro-
gram Fungsionalisasi dan Optimalisasi Re-
formasi di bidang Hukum. '

PENGARUH PERKEMBANGAN
LINGEUNGAN STRATEGIS

Perkembangan Lingkungan Strategis baik
yang bersifat infernasional, regional, nasiona
maupun lokal telah memicu fimbuinya re-
formasi dalam kehidupan hermasvarakat, ber-
bangsa dan bernegara. Perkembangan ling-
Kungan strategis nampaknya terus berlang-
sung, yang tidak mustahil akan mempenga-
ruhi proses reformasi itu sendiri.

Proses penegakan hukum juga tidak ter-
lepas dari pengaruh perkenibangan lingks-
ngan strategis, di mana kesadaran masyarakat
alsan hak dan kewajibannys semakin me-
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dan ekonomi, hal ini membawa konsekuensi

UTHRE TTEERKan pengxaian ehil seksama
tentang pengaruh perkembangan lingkung-
an strategis-terhadzp penegakan hukum de-
wasa ini dan pada saat yang akan datang,
terutarna dalam situasi yang semakin trans-
parau, tidak mengenal lagi batas-batas negara

kebangsaan (borderless siate) utamanya di

hidang hubungan ekonomi dan informatika.
Resemuanya itu berpengaruh terhadap po-

fa pikix, pola sikap dan pola tindak masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, Khususaya di bidang hukum
dirasakan adanya pengaruh sebagai berikut:

a. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam
dan luar negeri atas terwujudnya kepastian
hukur dafam segenap aspek kehidupan
masyarakat,

b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terha-
dap kualitas pelayanan penegakan hu-
kum, transparansi proses penegakan hu-
kum dalam kehidupan sehari-hari, deng-
an menjunjung tinggi hak-hak asasi ma-

-nusia dan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup.

¢. -Meningkatnya sorotan pihak luar negeri
terhadap pelaksanaan penegakan hukum
di Indonesia, terkait dengan penanaman
modal, hubungan ekonomi dan perdaga-
nean serta kenariwisataan denean me.

| | Refonmsl telah

. @ /| menempatkan hukum
sebagai salah satu prioritas
di samping politik dan _
ekonomi, hal ini membawa
konsekuensi untuk melakukan -
pengkajian lebih seksama tentang
pengaruh perkembangan | ingkungan
strategis tezhadap penegakan hukum.

(ahii), maupun sehagai wisatawan,

e. Meningkatnya tuntutan penerapan hu-
kum di segenap aspek kehidupan, yang
berakibat munculnya kebutuhan terma-
suk atas hubungannya dengan pihak-pi-
hak luar negeri (kerja sama bilateral man-
pun ratifikasi konvensi-konvensi interna-
sional), perbatkan sarana dan prasarana
penegakan hukum (termasuk pengguna-
an teknologi maju), pembangunan aparat
penegak hukum yang mandiri dan ber-
kualitas, serta tumbuhnya budaya hukum
di tengah-tengah kehidupan masvarakat.

f. Penerapan materi hukum baik hukum
materii! mannur hialrie faered] aree e 12




parz. kerja sama penverahan tersangka ba-

“dimensi permasalahan, dalam arti masa-

ik melatui ekstradisi mavpun melaiui [ICPO
Inferpol, pengamanan peﬂ}"ttdﬂn éan
lajn-lain.

. Tuntutan akan perbatkan materi hL_ik_um

yang berlaku baik hukur materiil mau-
pun hukum formil, dengan pengkajian
dan perbaikan materi hukum yang sudah
tidak vatid lagi, materi hukum yang over-
lapping dan pembentakan ik barn
vang adil dan sesuai dengan 2 15;)11’151 ma-

syarakat.
Tuntutan, dliakukaﬁnya pembaxwmzau
aparat penegak hukum yang mandiri (ter-

“lepasdaii perigarih kepentingan politis)

k.

dan berkualitas, jujur, adil dan berwibawa
serta menjunjung tinggi Hak-hak Asasi
manusia datam pelaksanaan tugasnya,

dan tunduk kepada hukum itu sendiri

yang menjadi panutan bagi masyarakat
luas.
Tuntutan akan perbaikan sarana dan pra-

~sarana penegakan hulum termasuk peng-

gunaan feknologi maju, dukungan ang-
garan operasional yang diperlukan.
Tuntutan terwujudnya budaya hukum di

“tengabi-tengaly masyarakai, termasuk pe-
“ningkatan kesadaran dan kepatihan ma-

syarakat kepada hukum vang berlaku,
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lah yang teriadi df tempat terpencilpuin {di
dalam hutan misalnya), dalam waktu
singkat akan mendunia menjadi masalah
nasional dan bahkan internasional. . . -
Sisi lain dari perubahan ini juga mening-
katnya tuntutan masyarakat akan penga-
turan yang lebil seimbang antara kepen-
tingan dacrah dengan kepentingan pusat;
tuntutan kepentingan individu dengan
masyarakat, kepentingan kelompok de-

ngan kepentingan negara dan sebagainya,

Terrmasuk di dalamnya bermuatan tun-
futan pemerataan pembangunan, -+

PELUANG DAN KENDALA
Peluang

Menurut hemat penulis, ada sejumlai pe-

luang yang bisa kita raih, di antaranya:
a. Idea reformasi di bidang politik, ekonomi

e

dan hukum didukung oleh sebagian besar
kekiatan bangsa.

. Alam keterbukaan mewarnai pola kehi-

dupan bangsa, yang memacu dinamika
sosial, meningkatkan aspirasi masyarakat
vang semakin kritis dalam menghadapi
setiap persoalan dalam kehidupan berma-
syarakat, berbangsa dan bernegara. -
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d. ?s emnﬂ}\atn\:l tmol\dt pemalmmm nig-

syarakat akan lml -haknya, menunjang
terwujudnya ketentraman masyarakat,
yang sevogyanya diimbangi dengan pe-
ningkatzn kewajiban masyarakat, vang
merupakan perwujudan dari ketertiban
masyarakat,

e. Peningkatan kinerja BPEN (Badan Pe-
ngembangan Hukum Nasional), akan
mendorong terwujudnya sistem hukum
nasional, perbaikan materi hukum me-
lalui satu pintu {BPHN).

f. Pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif
dari eksekutif, termasuk pemandizian Polri
dari-pengarul politik, akan menciptakan
iklirn yang lebih terbuka untuk dilakukan
perbaikan-perbaikan.

g. Masuknya Polti dalam Organisasi 1CPQ
Interpol dan Aseanpol mampu menembus
kesulitan-kesulitan hubungan secara bi-
lateral manpun multilateral dalam proses
penegakan hukum,

Kendala
Sedangkan beberapa kendala vang penulis

amati di antaranya:

a. Aturan hukam masih befun lengkap, ma-
sih ada yang tumpang tindih (overfap-
ping), kurang konsisten, dan adz yang
sudah tidale valid iaoi nerh nerhailean eo.

| Meningkatnya tingkat
2 /:’JE pemahaman masyarakat

akan hak-haknya,
menunjang terwujudnya
ketenmmdn masyarakat, yang
seyogyanya diimbangi dengan
peningkatan kewajiban masyarakat,
yang merupakan perwujudan dari
ketertiban masyarakat. |

1}e.ga§< huknm, baik kuantitas maupun ku-
alitas masih karang dibandingkan dengan
iumlah penduduk dan luas wilayah penu-
gasan.

d. Masih terdapat pinak-pihak vang meman-
faatkan reformasi untuk mencapai kepen-
tingan pribadi/golongan di luar konteks
reformasi, dapat menimbulkan konflik
dan mempengaruhi pelaksanaan refor-
masi menyelurul.

e. Konsistensi kebijaksanaan pemerintah
reformasi, perlu dipelihara agar tidak men-
jacli sorotan masyarakat luas dan tidak me-
nimbulkan gejolak sostal,
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g, Belum teratasinya krisis ekonomi dewasa

ngan demikian venegakan hukum meniadi

ini dapat menimbuikan permasalahan so-
sial yang berkepanjangan,

h. Pengendalian berita melalui internet yang
bersifat menverang kondisi sosial yang ber-
kepanjangan.

i. Perbedaan kepentingan dan aturan hu-
kum tiap-tiap negara, dapat menimbulkan
friksi hukum di antara negara-negara
vaag terlibat dalam suaty hubungan bila-
teral dan multilateral utamanya bidang
perekonomian.

Belun semua konvensi internasional yang

menyangkut kepentingan Indonesia dira-

tifikasi, haru beberapa yang terkait dengan

Letter of lntent IME

k. Belum semua negara, utamanva negara-
negara tetangga memiliki Perjanjian Eks-
tradisi, hal ini dapat menimbulkan kesu-
fitan menegakan hukum lintas negasa.

| Dukungan fasilitas, peralatan dan anggar-
an yang belum memadai, merupakan ma-
salah yang dihadapi aparat penegak hu-
kum dari tahun ke tabun.

o

KONDISI PENEGAKAN HUKUM
YANG DIHARAPKAN

Kehidupan masyarakat yang akan dituju
ofeh reformasi saat ini adalah terwuiudnya

miacuaraleat meadaimg fesanl onminfny db o

penting dalam memutar roda kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tegaknya hukum, menjadi ukuran dalam
segenap bidang kehidupan masyarakat, baik
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya mau-
pun Hankam. Upaya reformasi akan dapat
mencapai tujuannya apabila hukum dapat
ditegakkan dalam proses reformasi tersehut.

Kriteria Tegalmya Hukum
Tegaknya hukum di Indonesia manakala

dapat diwaiuckan kriteria sebagai berikut:

4. Pada hakekatnya penegakan hukum dito-
jukan untuk menciptakan kedamatian da-
lam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara melafui berfungsinya hu-
kum di negara itu,

b. Kedamaian dalam kehidupan masyarakat
dapat dicapai manakala terdapat keseim-
bangan antara ketertiban (dihasitkan dasi
hubungan antar-pribadi atau interperso-
nal yang memanifestasi dalam dipenuhi-
nya kewajiban bagi segenap anggota ma-
syarakat) dengan ketenteraman (dihasil-
kan oleh kondisi pribadi atau personal
yang dimanifestasikan dalam hak-hak per-
seorangan warga negara),

¢. Dalam rangka mencapai ketertiban di da-
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seluruh masyarakat (negara) untuk se-

TiTGA TimsAln Ty Ber Ak it e
peraturan, tetapi ada peraturan pemerintah
pusat yang berlaku umum untuk sehuuh
negard, namun ada peraturan yang hanya
berlaku untuk segolongan masyarakat
atau untuk daerah tertentu. Kepastian hu-
kum adalah suatu kepastian tentang ba-
gaimana para warga masyarakat menye-
lesatkan masalah hukur, bagaimana pe-
ranan dan keguraan lembaga hukum ba-
gi masyarakat serta apa hak dan: kewajiban
warga masyarakat di depan hukum,

d. Berfungsi dan tegaknya hukum di Indone-
sia, tergantung pada Politik Hukum yang
digariskan pemerintah untuk menyeleng-
garakan peraturan-peraturan hukum
vang tepat, (produk legislatif), Keputusan
Menteri, Keputusan Presiden, Penetapan
Presiden, Peraturan Pemerintah, Perpu
dan sebagainya, dalam suatu keadaan, si-
tuasi dan waktu tertentu, Apakah yang ber
laku sebagai Hukum Positif sekarang ma-
sih dapat dipertakankan, bagaimana se-
cara de fure constifuendo harus dicapai
dan apa yang dapat direalisasikan menge-
041 fus constifuendo ini,

Politik hukum kita harus dapat menun-
jang cita-cita hukum yang terdapat dalam

Mukadimah UUD 45 vane melinuti:

! Berfungsi dan tegaknya -

“t hukum di Indonesia,
tergantung pada Politik
&8 Hukum yang digariskan
pemerintah unfuk menyelenggara-
kan peraturan-peraturan hukum
yang tepat.

4. Terwujudnya prinsip musyawarsh dan
perwakilan.

5. Terwujudrya prinsip turut melaksana-
kan ketertiban dunia yang berdasarkan
hak masing-masing negara untuk mer-
deka, perdamaian abadi dan keadilan
sostat,

Hukum yang dibentuk sebagai tertib hu-
kum, harus berisi kehendak untuk melaksa-
nakan tugas pemerintah seperti vang diurai-
kan dalam Mukadimah UUD45 tersebat di
atas.

Kondisi Penegakan Hukum
Pada Secenan Bidang




sebagai fandasan pembangunan mengisi ke-

tetap memperhatikan kebhinekaan budaya

metdekazn, sehingga fidax menciptakan sl

DPersonality dalam sikap mental kita sehagai
hangsa. Dengan kata lain Pancasita harus
menjadi sumber dari segala sumber hukum
di Indonesia, yang merupakan landasan bqgl
penataan hukum secara konsisten dan konse-
Koen, "

Bidang Politik

Mekanisme keregaraan dan pemerintzh-
an harus mampu mecerminkan dan men-
ciptakan keadilan sosial, kehidupan politik
yang demokratis, sehingga kekuatan politik
vang ada dalam masyarakat dapat befungsi
sebagaimana yang seharusnya. Penegakan
lukum merupakan salah satu sarana kontrol
terhadap dipatuhinya ketentuan-ketentuan
atau. aturan di bidang potitik,

Bidang Ekonomi

Penggunaan sistem pengembangan eko-
nomi yang mampu menambubkan kesera-
sian peran antara koperasi, BUMN (Badan
Usaha Milik Negara) dan swasta sebagai mo-
lor perekonomian Indonesia, sehingga meng-
hasilkan kinerja dan sinergi yang kuat sesuai
dengan bunyi dan makna pasal 33 UUD 45,
vang mampu bersaing dalam percaturan pa-
sar global. Pepeoakan hatoum harmie mammnn

daerah), keseimbangan antara kemajuan di
bidang fisik dengan kemajuan di bidang
spiritualitas keagamaan dalam menvikapi
globalisasi teknelogi dan informatika. Pene-
gakar: hukun: harus mampu mefindungi ke-
lestarian budaya bangsa yang merupakan pe-
rekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bidang Hankam

Pendekatan hukum dalam menjaga kon-
disi keamanan bangsa baik menghadapi.an-
caman dari dalam maapun dari luar negeri
harus disesuaikan dengan kebiasaan hukum
internasional, di mana penegakan hukum
dijadikan upaya untuk menangani masalah
keamanan dalam negeri, sedangkan perta-
hanan digunzkan untuk menghadapi an-
caman dari luar negeri.

PENANGGULANGAN DAMPAK
NEGATIF REFORMASI

Reforasi vang saat ini digulitkan, dimak-
sudkan untuk merubali kondisi kearah vang
tebil: baik, dari kendisi terdahulu yang kurang
didasarkan pada tatanan dan implementasi
hukum yang benar. Namun dalam perialan-
annyz, nampaknva reformast telaly menim-
bulkan dampak negatif terhadap segenap as-
nolr kehidiinan macvaraleat fermaciile taria.




mewujudkan peran seperti diharapkan karena

R ey

perbagar alasan.

Untuk keberhasilan reformasi pada saat
ini, maka penegakan hukum hargs dapat dija-
dikan sarana untuk melakuian reformasi me-
aveluruh, sekaligus merupakan rambu-ram-
bu dan tolok ukur keberhasilan reformasi. in-
donesia adalah negara hukum sebagaimana
diamanatkan cleh GUD’45, di mana tegaknya
hukum ditandai oleh adanya kepastian hu-
kum yang ada pada saat ini masih merupa-
kan tantangan yang harus diwujudkan da-
lam reformast. Dengan demikian penegakan
hukum merupakan sarana, tolok ukur seka-
ligus tantangan vang harus diwuindkan da-
lam reformasi.

Sebaliknya untuk dapat menwikseskan re-
formasi, penegakan hukum harus dapat ber-
jalan dengan baik, yang berarii proses pene-
gakan hukum harus terhindar dari dampak
negatif reformast itu sendiri.

Kebijaksanaan

d. Penangguiangan dampak negatif refor-
masi terhadap penegakan hukum dilaku-
kan secara komprehensif integral, vang
melibatkan segenap komponen bangsa
(Supra, Infra maupun Sub-struktur), me-
nyangkut baik proses penegakan hukum
IMAUNITET BEAAEIITY TINSI NS0T o iina

Untuk keberhasiian

reformasi pada saat ini,
maka penegakan hukum
harus dapat dijadikan
sarana untuk melakukan reformas
menyeluruh, sekaligus merupakan
rambu-rambu dan tolok ukur
keberhasilan reformasi.

negara, apabila supremasi hukum dija-
dikan alat perekat utama dalam kehidupan
berbangsa demi terwujudnva kepastian
hukum dalam suatu negara hukurm berda-
sarkan Undang-undang Dasar 1945, di
mana hukum berada di atas segala-gala-
ayd, dalam arti hukum harus menjads Lan-
dasan dan mewarnai setiap aspek kehi-
dupan masyarakat, bangsa dan negara.
Di masa lalu huiom dikalahkan oleh ke-
kuasaan, hukum dijadikan alat untuk me-
langgengkan kekuasaan. Hal ini jelas ber
tentangan dengan UUD'45. Di masa re-
formasi saat ini hukum harus didudukan
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¢. Pepanggulangan dampak negatif refor-

masi terhadap penegakan hukum, dilak-
sanakan dengan mempertimbangkan ke-
adaan situasional, yang dapat dilaksana-
kan secara simultan maupun secm ber—
tahap. (ESlullﬂ[lf) e

Strategi - -

4. Dampak negatif reformast terhadap pene-
gakan hukum yang terjadi pada segenap
aspek kehidupan bangsa, merupakan sa-
saran vang harus difanggulangi batk me-
liputi aspek ideologi, politik, ekonowi, so-

~ sial budaya, pertahanan keamanan mau-
pun yang merjadi dampak ikatan dari re-
formasi.

b. Pengkajian dan pengendalian aspirasi
masyarakat yang berkernbang baik tentang
permasalahan-permasalahan yang me-
nimbulkan dampak ikutan terhadap
penegakan hukum maopun pemikiran-
pemikiran tentang bagaimana menang-
gulangi dampak ikutan tersebut, diproses
melalui mekanisme Sister Manajemen
Nasional, secara komprehensif integral
yang menghasitkan keputusan-keputusan
dalam bentuk pengaturan/kebijaksanaan
di segenap aspek kehidupan bangsa.

¢. Strategi penanggulangan dampak negatif
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ngunan Budaya Hukum nnsyamka[
bangsa dan negara. ;

Upaya
-Berdasarkan kebijaksanaan menem-
patkan supremasi hukum pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ser
ta Strategi Fungsionalisasi Penegakan Hukum
dan Optimalisasi Reformasi Hukum, diru-
ruskan upaya penanggulangan sebagai bexi-
kut: o b AT
a. Penampungan dan Pengkajian Aspirasi
Penyiapan Sistem Penampungan dan
Pengkajian Aspirasi Hukum (SPPAH),
yang méwadani segenap aspirasi masya-
rakat baik menyangkut permasalahan
yang dapat menimbulkan dampak ikutan
terhadap penegakan hukum maupun ba-
gaimana menanggulangi dampak ikutan
tersebut, dengan memanfaatican sistem
manajemen nasional, yang dimotori oleh
Departemen Kehakiman secara fungsm-
nal.
b. Fungsionalisasi Pelaksanaan Penegakan
Hukum
Fungsionalisasi Pelaksanaan Penegak-
an Hukum dengan kegiatan-kegiatan an-
tara lain sebagai berikut:
1. Pemisahan Badan-badan Yudikatif
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pengaruhan politik, secara bertahap

lepas dari ABRY, keraudian mandiri se-
jajar dengan comunity Peradilan Pi-
dana (Criminal Justice Systent).
3. Peningkatan Koordinasi di antara
- Criminal Justice System, baik me-
nyangkut mekanisme kerja operasional,
perencanadn umum dan anggaran
serta pembinaan sumber daya agar le-
bil efisien dan efektif.

Optimalisasi Reformasi
di bidang Hukum

Optimalisasi reformasi di bidang hukum
dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sehagai
berikat:

1. Penataan dan penerapan hukum
nasional,yang menyangkut bidang-
bidang:

Bidang Ideologi

Menghilangkan penggunaan hukum
untuk menjustifikasi kekuasaan dengan
menggunaan pembangunan sebagai
ideologi praktis, dalam arti dengan dalih
pembangunan, pemerintah dapat mele-
galisir tindakan pelanggaran hukum yang
dilakukannya. Keuaran dari kegiatan ini
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3\ ﬂ Pembinaan po mk tidak
\ *| lagi dilakukan oleh
Departemen Dalam
Negeri, tetapi diserahkan
kepada pasar (masyarakat),
dengan tetap memperhatikan
rambu-rambu persatuan dan
kesatuan bangsa.

Format Politik harus ada perubshan
untuk mengorelst kelemahan format po-
litik Orde Baru dengan jalan 2ntara lain:
1. Tidak ditekannya stabilitas nasional [a-

gi, tetapi dirubah menjadi demo}uasx

dan keseiahteraan.

2. Pembangunan tidak hanya di bidang
ekonomi, tetapi disegenap aspek kehi-
dupan bangsa, dengan memprioritas-
kan reformasi di bidang politik, ekono-
mi dan hakum,

5. Pembinaan politik tidak lagi dilakukan
oleh Departenaen Dalam Negeri, tetapi
diserahkan kepada pasar (masyarakat),
dengan tetap memperhatikan rambu-




5. Bemeriniahan haros demnkratis, frans.

tal. Beformasi

paran, bersih dari korapsi, kolust dan
nepotisme serfa didasarkan pada sup1e-
masi hukom,

6. Dwi fungsi ABRI perlu dued1ﬁms1 dan
direaktualisasikan kembali, tem__zz_i_suk
peran: ABRI sebagai dinamisator dan
stabilisator dalam kehidupan berma-
svarakat, berbangsa dan bernegara.

. Perubahan Paket Undangmndang di Bi-

dang Politik :

~ Menyangkut Undang-undang Pemilu,
Partai Politik, Susunan dam Kedudukan
MPR, DPR, DPRED 1, DPRD 1§, Pernerin-
tahan Daerah dan sebagainya, untuk da-
pat melaksanakan kegiatan politik secara
demokratis, di samping segera mengatasi
keadaan seolali-olah tavpa novma-norma
kehidupan di bidang politik.
. Pengaturan tentang kebebasan berbica-
ra, berserikat dan berkumpul tanpa harus
mengganggy kebebasan orang lain dan
tidak mengganggu kepentingan masya-
rakat, Perpu No. 2/1998 mendapat tanta-
ngan yang cukup serivs, perlu segera di-
funtaskarn.
. Pembebasan Tahanan dan narapidana
politik, vang mengandung dilema, di

f. Penggunaan pendekatan Hukum untuk

menaagani kasus-kasus di bidang poligik
dengan penerapan HAP (Hukum Acara Pi-
dana) secara konsisten dalam kehiclupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

Bidang Sosial Budaya
4. Pelestarian Budaya Daerah untuk mem-

perkokoh Budaya Bangsa. Konsep ideologi
developmentalisme dan modemisasi di-
jaga agar-tidak mencitrakan hegemoni
kultural, tetapi fetap menghidupkan bu-
daya daerah yang mampu mendorong
keeativitas kepada masyarakai bangsa,
sehingga tidak terjadi dehumanisasi, ke-
keringan spirituaiitas dan alienasi akibat
sekularisasi serta homogenisasi budaya
global lewat bahasa, mode, makanan-dan
musik vang membahayakan kelestarian
budaya bangsa.

. Peningkatan Kualitas SDM yang Memi-

liki Jati Diri Perencanaan dan konsep
pendidikan yang hanyak dipengaruhi oleh
logika developmentalisme, yang memper-
siapkan hasil didik untuk mengisi SDM
pada bidang industri dan bisnis harus sin-
kron dengan pembukaan UUD'45 vang
;nenyang,l\ut keberadaan, cita, citra dan
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Amerika Serikat melalui toloh-tokol aga-

'ma harus tetap dilaksanakan melalui pe-
ran pemuka agama dalam rangka men-
carl relevansi pengembangan paham kea-
gamaan dengan upaya pembangunan
bangsa.

d. Pembangunan Budaya Hukum, vang di-
mulai sejak dini melalui pendidikan se-
kolah (menyatu dengan paket pelajaran),
pendidikan masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari dengan memanfaatkan jasa
media massa haik elektronik, cetak, film
dan keteladanan pemimpin serta petugas
penegak hukum, unfuk menumbuhkan
kesadaran hukum dan kepatuhan hu-
kun,

Bidang Sosial Ekonomi

a. Penanggulangan Dampak Krisis Ekone-
mi, yang melandz masyarakat bisa berupa
PHEK, meningkatnya pengangguran, me-
ningkatnya kerniskinan, kelangkazn sem-
bako, kelangkaan sarana kesehatan, dan
sebagainya yang merupakan potensi hagi
timbulnya kriminalitas, terutama dengan
menggunakan pola aksi massa, periu pe-

" nerapan hukum yang tepat.

b. Penanggulangan Penyebab Krisis Eko-
nomi, dengan banyaknya hutang luar ne-
aori vane Hidals torbavar nfah eameta ser.

| Pembangunan

v

_@ /| perekonomian yang

berdaya saing, antara lain
melalui Kawasan _
Pembangunan Terpadu (KAPET) ke
dalam dan keluar (dengan negara-
negara ietangga dalam satu
kawasan), yang perlu diatur dalam
perangkat aturan.

nindakan atas penyimpangan aturan ter
sebut secara lintas fungsi bahkan lintas re-
gara.

¢. Perubahan Paket Undang-undang di Bi-
dang Ekonomi, yang menvangkut mone-
ter, perbankan, perpajakan, tasif dan se-
bagainya vang membuat perekonomian
Indonesia menjadi kompetitif dan tidak
terjerumus ke dalam ekonomi biaya tinggi.

d. Penerapan prinsip-prinsip dalam Pasal
33 UUD’45, dengan menghidupkan sege-
nap pelaku ekonomi, tidak berupa kong-
lomerasi (swasta) saja, tetapi juga BUMN
dar koperasi, dalam rangka pembangun-
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e. Keseimbangan pendapatan antara pusat

d. Penangsulangan keresahan masyarakat,

dan daerah, dikaitkan dengan upaya de-
seniralisasi, untuk lebih meningkatkan
kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan
bernegara perly diatur dalam perangkat
afuran yang jelas yang tidak dlpzd\s'd\zm
daiam pelal\s'maannya

Bidang __H_ankam :
a. Penerapan Pendekatan hukum dalam
Upaya Keamanan Dalam Negeri. Peng-
-kajian Konsepsi Kamdagri, yang semula
dijadikan bagian dari upaya pertahanan,
dengan menvyatukan upaya keamanan
“dan pertahanan, disesuaikan dengan aspi-
rasi masyarakat dalam dan luar negeri un-
tuk didekati dari segi penegakan hulkum.
b. Pemiszhan Polri dari ABRI, Dephankam,
kenudian mandisi, dimaksudkan agar pe-
laksanaan tugas penegakan hukum (pe-
nyidikan) tidak terkooptasi oleh kepen-
tirgan-kepentingan politik. Di samping ity
Polti dapat dijadikan alat kontrol kehidup-
an politik yang tidak memihak dengan
fangsi penegakan hukum di bidang po-
litik.
c. Pengaturan Perbantuan Kekuatan ABRI
kepada Polri, menghadapi situasi kritis,
akibat unjuk rasa, demonstrasi, hure-hara

enmnai renada nemberantalram  comasa

yang saat ini mencuat ke permukaan se-
bagai dampak negatif berupa penjarahan,
isu perkosaan, pembakaran, pengrusakan,
periu.langkah-langkah penegakan hu-
kumz yang tegas dan lugas serta konsisten,
secara komperhensif dar integral. ..

Bidang ‘Huokum -
a. Pengkajian dan Penyempurnaan Matﬂn
UUD'45, yang dinilai oleh berbagai pihak
tidak lengkap, sederhana yang pedu.di-
lengkapi agar mampu menjadi sumber
hukum dasi segenap aspek kehidup'{n
bangsa.

b. Pengkajian dan perumusan Ketetapan»
ketetapan MPR, yang sudah tidak valid
lagi, dan yang belum ada. .

c. Pengkajian Peraturan Perundang-unda-
ngan, di segenap aspek kehidupan bangsa,
batk yang sudah tidak valid lagi, tumpang
tindih dan belum diatur

d. Peningkatan Pelayanan Hulum, kepada
masyarakat pencari keadilan yang semakin
besar, karena mereka semakin mengetzhui
hak-hak seorang warga negara.

e. Peningkatan kegiatan penertiban aparat
penegak hukum dalam rangka menjawab
sorotan masyarakat atas penerapan hu-
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2. Pembangunan Aparat Penegak

Hugum

Penegakan hukum dapat dilaksanakan
dengan baik apabila memiiki aparat yang
dapat diandalkan, dalam menghadapi refor-
masi ini kesiapan aparat sangat diperiukan,
dengan kondisi dewasa ini, pembangunan
aparat hukum mutiak diperfukan dengan rin-
cian:

a. Pembangunan Aparat Penyidik, yang me-
liputi Polri, PPNS (Penyidik Pegawai Ne-
geri Sipil), dengan mempedomani Ut No,
8/1931 tentang KUHAP (Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana), pelurusan
penyidik-penyidik lain seperti Jaksa (Pidana
Khusus) dan Perwira TNI-AL (perikanan).
Pembangunan di sini tidak saja me-
nyangkut personil baik secara phisik mau-
pun moral dan mental petugas, bersih dari
KEN, peralatan coobilitas, komunikasi, dan
peralatan teknis penyidikan lainnya.

b. Pembangunan Aparat Penuniutan,
memfungsikan aparat Kejaksaan sehagai
penuniut umure, sesuai dengan KUHAP,
termasuk penanganan pidana koneksitas,
baik petugas, peralatan, dan sikap mental
vang bebas KKN.

¢. Pembangunan Peradilan, yang mandiri,
bebas mafia peradilan (KKN), murah, ce-
nat dan adil termacilk Tamhaca Parmao

| Penegakan hukum dapat
*|' dilaksanakan dengan baik
apabila memiliki aparat
| yang dapat diandalkan,
dalam menghadapi reformasi ini
kesiapan aparat sangat dipertukan,
dengan kondisi dewasa ini,
pembangunan aparat hukum
mutlak diperfukan.

gainya yang menunjang pelaksanazan
pembangunan.

3. Pembangunan Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan kunci keber-
hasilan penegakan hukum, yang harus diu-
payakan secara konsepsional. Budaya hukum
bertujuan memberikan kesadaran hukum
dan rasa kepatuhan kepada hukum dari se-
genap anggota masyarakat.

Pembangunan budaya hukum harus di-
iakukan sejak dini {sekolzh), pendidikan ma-
syarakat baik melalui penyuluhan, pe-nera-
ngan melalui mediz massa {cetak, elektronik,
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bersih dari korups, kolusi, dan nepotisme, se- 5. Penanganan Dampak Negatif yang

hagal prasyarat dipatehinya lukum oleh ma-
syarakal. Di samping it upaya fungsionalisasi
aparat hukum sesuai dengan ketentuan yang
bersifat universal, atau yang disepakati bangsa
yang dijaga secara konsisiten. Pemberian
penghargaan bagi vang berhasil dan hukam-
an bagi yang melanggar merupakan pembe-
rian motivasi kesja vang baik uniuk menda-
patkan kinerja yang lebih baik. Di samping
it peningkatan peran kontrol masvarakat
dalam proses penegakan hukum harus se-
makin transparan, cepat, tepat dan lugas. Me-
lalui pemurnian penegakan hukum. Refor-
masi dapat dijaga untak dapat mencapai suk-
S€s.

2,

Bersifat Operasional (Aksi Massa),
Dialog dengan berbagai pihak, wntuk
menampung aspirasi dan mencari solusi
pemecahannya.

. Mengamankan masyarakat dari zkibat

unjuk rasa, demonstrasi, dan hura-hara,
Melakukan penindakan terhadap keja-
hatan massal,

. Dalam penanganan masalah vang bewsifat

operasional ini dilakukan deteksi din fen-
tang rencana kegiatan inassa, menyiapkan
kekuatan yang cukup dengan peralatan
pengendafian massa-nya, dengan menge-
depankan Polrf dibantu oleh ABR] dan
Komponer Keamanan Swakarsa,






